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KONSEP DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
KESATUAN PENGELOLAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)' 

Hariadi Kartodi hardjo 



xta jenis akti fitasnyit). Untuk percepatan pembangunan KPHP diperlukan konsep yang 
jelas ddam menentukan wilayah, format kelembagaan dan ak ti fitas pengelolaan. 

Permasalahan kelembagaan KPHP sampai w i t  ini masih beium dapat 
terselwi kan bai k dalam tataran instnrmen (peraturan perundangan) maupun pada tataran 

I .  

J- ' 7. 
irnplmmtasi di lapangan. Sehubungan dengan ha1 iersebut diperlukan langkah-langkah 

-1  . . ; strategis yang b s  dilaksmakan. Untuk memberikan a d  yang jelas dari langkah- 
I Imgkah yang akan dilaksankan. disusun konsep awal pelaksanaan pembangunan KPHP ' 

, ; yang d i h p k a n  akan dapat disempurnakan 01th Tim Koordinasi yang ahan dibentuk I . - I:, sehingga lebih implementatif sebelum ditetapkan sebagai kebijakan. 

1 

1 1  2. Maksud Tujuan 

Dengan kebijakm percepatan pernbentukan KPHP di lapangan dirnaksudkan 
untuk dapat : 

6; 1). Menguatkan lembaga pengelola hutan produksi yam$ rnernpunyai kaitan langsung 
dengan impiementasi kebijakan ke hu tanan di 1apmgm sehingga dapat diwuj udkan: 

Ps - r a. Terakomodasikmnya krbagai kepent ingm pihak-pih& terhadap keberadaan 
$4 4 
9,,r . surnberdaya hutm pradr~ksi; 
rX  b. Tersedianya informasi sum berdaya hut an prclduksi sebagai hndasan penetapan 

rnanajemen pengelohmya (perijinan, pemanfaaatm, lokasi yang prlu 

17 
direhabilitasi, dll); 

3 
c. Terlakwanya implementasi peraturan prundangan y ang telal~ di sesuai ka11 

dengan kondisi setempat. 

1 I 
2). Terbentuknyol KPHP juga diharapkan dapat meningkalkan intensi fikasi pengelolaan 

- surnberdaya hutan produksi serta efisiensi dan efektivibs pelayman pemerintah bagi 
usaha kehutanan dan masyarakat pada umumnya. 

Penyusunan konsep ini dirnaksudkan untuk memberikan bahan awal bagi Tim 
Koordi nasi unt uk membuat rwnusan dan langkah-langkah st rategis guna percepatan 
pembmgunwn KPHP di lapangan, yang akan ditindak lanjuti dengan pembangunan KPH 
Model sebeIum rumusan -but ditetapkan sebagai kebijakan. 

Ruang Iingkup konsep panbangunan Unit Pengelolaan Hutan (KPHP) ini 
meliputi format kelernbagym, mo bi 1 isasi sumberdaya dan konvergensi kegiam 

a pembangunan kehutanan &lam KPHP. 

3 
- 1  J h, 
'. 

* 
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3,  liuang Lingkup 

4, Pengertia n 



Peng~trusan hutan meli puti kegiatan penyelenggaraan a) perencanam kehutanan. b) 
pngelolaan hutan, c )  peneli tian dan pengem bang an, pend idi n dan lati han, serta 
penyuluhan kehutanan, dm d) pengewasan (UU 4 1 pasal 10 ayat 2 )  

Perencanaan kehutanan meliputi: a) inventarisasi hutan, b) gengukuhan kawasan 
butan, c) penattlgunaan kawasan hutan. d) pembentubn witayah pengelolaan 
bu tan, e) pnyusunan rencana kehutanan. (UU 4 1 pasal 1 2) 

Pengelolaan hutan melliputi kegiatan: a) tatn hutan dan penyusunan rencana 
pngelolrtao hutan. b) pernanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. c) 
rehabilitasi dan reklmmi hutan. dm d) perlindungan hutan dm konservasi dam.  
(UV 41 pasal21) 

Usah pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman. pemeliharaan, 
pemanenan, pengolahan dan pemasaran hsil hutan. (UU 4 1 pasal33 ayat 1 ) 

Wilayah pengclolmn, adalah meli pu t i seluruh kawasan hutan (konservasi. lindung 
dan produksi) yang berada di satu wilayah administratif (Kabupaten/Kote). Wilayah 
pngelolaan tersebut meiiputi kawasan hutan yang telah di bebani hak maupun yang 
tidak dibebani hak 

Wilayah pengelolaan tingkat provinsi adalah seluruh hutm dalam witayah provinsi 
yang dapat dikelola secara lestari (Penjelasan pasal 17 ayat 1 UU 4 1). Wilayah 
pengelolaan hutan tingkat provinsi t h n t u k  dari himpunan wilayah-wilayan 
pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas 
kabupatenlkota dalam provinsi (PP 44 p a l 2 7  ayat 1) 

Wilayah pengclolam tingkat kabupaten adalah seluruh hutan dalm wilayah 
kabupatedkota yang d a p t  dikelola secara lestari (Penjelasan pas1 17 ayat 1 UU 
41). Wilayah pengeiolaan hutan tingkat kabupatenlkota terbentuk dari himpunan 
unit-unit pengefolm h u m  di wilayah kabuipatedkota dan hutan hak di wilay ah 
kabupatw kota. 

Unit pengelalaan adalah kesat uan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok 
dan peruntukmya. yang dnpat dikelola secara efisim dm lestari. anlam lain 
KPHL, KPHK, KPHP. K P H W ,  KPHA, dan KPDAS. (Penjelasan pasal 17 ayat 1 
UU 41) 

Pembentukan KPHP stdalah proses penjabman Amhm Pencadangan KPHP ke 
dalam unit-unit pengelolaan hutan produksi pada satu kabugatenkota. berupa buku 
dm pda KPHP per kabupatenlkota. yang prosesnya melalui kesepakan para pihak 
di daerah (SK Ka Baplar: No. 14Nll-PW12004) 

Pembangunan KPH, adalah serangakaian proses untuk menghasil kan wujud riil 
Unit Pengelolaan Hutan di lapangan yang meliputi mobilisasi sumberdaya dan 
konvergensi kegiatan pem bangunan kehutanan. 

B. MASALAH 



Pennasalahan pmbangt~nan kehu tanan sepert i maraknya illegar logging. luasnya 
kawasttn hutan yang tidak dibebani hak {tidak ada pengelala). buruhya kinerja 
pemegsmg IUPHHK. pembahadkonflik kawasan dan sebslginya. sarnpai saat ini masih 
terus bertangsung meski pun telah ban yak upaya-upayn yang klah dilaku kan. Hal 
tersebut kernungkinan disebabkan kareoa upaya-upaya yang dilakuken tersebut rnasih 

I - tda tas  pala upya penyelesah terhadap gejala masalah (simptomatik] yang krsifat 
parsial dan beium menjmgkau p d a  penyelesaian masalah ymg mendasar (fundamenta1). 

Salah satu masalah mendasar yang sampai saat ini masih beturn terselesaikan 
adalah masaIah k e l m b a g m ,  yaitu belum terkntuknya Unit Pengeolam Hutan yang 
merupakan k t u a n  pengelolaan hutan terkecil pada hamparan 1- hutan sebagai 
wadah kegidan pe~gelalaan huton un t uk mencapai t ujuan yang telah di tetapkan 
(Penjelasan pasal28 ayat 1 PP 44). husunya di luar P. Jawa. 

Dilihat dari sisi kelembagaan. terdapat 5 (lima) tingkatan administrasi kehutanan, 
yai tu tingkat pusat. tingkat provinsi. r ingkat kabupatedota tingkat unit pengelolaan 
serta tingkat manajernen tegakadstanding stock pemanfaatan). 

Infrastruktur administrasi pemerintahan (layanan perijinan , antara lain di bidang 
pedmtan hutan, penatausahaan hasil hutan dll.) telah cukup terbangun. namun tidak 

a demikian dengan adrninistrasi pernbangunan dalam pengumsan hutoln (perencanma 
' 

kehutanan; pengelolaan hutan: t i  tbang, Diklat dan Penyuluhan: Pengawasan) yang tetah ada 
masih sangat parsial seperti rehabi l i tasi hutm. tata hutan. pengukuhan. dsb namun belum 

, dikaitkan untuk membangun pengungkit (leverage) pagelolaan hutan yang penting. yai tu 
pembmgunan institusi di tingkat pengelolaan. 

Pembangunan unit pengelolaan (KPHL. KPHK dan KPHP) sebagai struktur 
merupakan pemecahan mmalah mendasar, yang krfo kus pada membrtngun insti tusi 
(kelembagaan) pngelola, yang perlu diikuti dengan pem bangunan infrastruktur di t ingkat 
propinsi dan kabupatenlkota. 

Ketiadaan struktur yang memadai (insti tusi pnpelola KPHP) terse but 
menyebabkan penyelenggaraan adminstrasi pemerinrahan menjadi tidak efektif untuk 
menjaga kelcstarian hutan. 

C. PEMECAHAN MASALAH 

1. Tinjauan Peraturan Perundangan 

a. Fern ben tukan 

Pernbentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a) provinsi. 
b) kabupatedkata. dan c) unit pgelolaan (UU 4 ! pasal 17). 



Pembentukan wilayah pengelolaan krtujuan untuk mewuj udkan pengelolaan 
hum hutan yang efisien dan Iestari (PP 44 pasal 26 ayat 1 ). yang dilaksanakan u~ituk 
ti-t provinsi. kabupattn/kota; dan unit pengelolaan (PP44 pas1 26 ayat 2). 

Prosedur pernbentukan KPHP dan KPHL diatur di dalam pasal30 PP 44 sebagai 

. ( 1 ) Gubernur dengan perrimbangan BupatilWali kota menyusun Rancang Bangun 
KPHP dan KPHL; 

(2) Rmmg Bangun KPHP dan KPHL disusun berdwkan  kriteria dan standar yang 
ditetapkan oleh Merrteri; 

(3) Rancang Bangun divsuUEan oleh Gubemur kepada Menteri; 
, (4) kdmarkan usulan tersebut, Menteri menetapkan &n pencadangan KPHP dan 

m ~ b  penadmgan tersebut, Gukrnur membenfuk KPHP dan KPHL; 
KPHP dm KPHL tersebut disampaikan keprrda Menteri untuk 

Dalarn ha1 terdapat hutan konservasi dan atau lindung dm wtau produksi yang 
tidak l a p k  untuk diketola menjadi satu unit pngelolaan. mka pengelolaannya disatukan 
dengan unit pmgelolm hutan yang terdekat tanpa mengubah funpi pokoknya. 

S a r a  teknis p ~ k n t u k a n  KPHP didasarkan pada Kepulusan Menhut No, 
230Kp1s-IILI003 tenmg Pembentukan KPHP, yang pelakmmanny a diatur lebi h lanjut 
krdasarkan SK Ka Baplm No. 14NII-PW/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemhtukan KPHP. Hasil erkhir dari proses pembntukan tersebut adalah krupa 
penetapan KPHP ymg merupakan dasar formal bagi perencaneran pengelolm hutan 

' produksi di daerab dan merwpakm wadah bagi penerbitan ijin-ijin pernanfaatwn hutan 
semi dengan Emma pefigtalm ymg telah di buat . 

, b. Kelembiguan 

Pengelolaan hutan pada dmrnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau 
. Pemerintah Daerah, yang dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang 

bergmk di bidang kehutanm, bai k berbentuk Penrm, Perjan. maupun Persero yang 
pembimnnya di bawah Menteri. (Penjelasan pasal2 1 UU 4 1 ). 

W ilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupatenlkota merupakan wi layah 
peagurusan hutan di provinsi dan kabupa tenlkota yang mencakup keg jam-kegia tan: 
( 1 ) perencanaan kehutanan; 
(2) pengelolaan hutan; 

. ( 3 )  pene1i tian dan pengembangan. pendidikan dm lat ihan. serta penyuluhan kehutanan: 
njelasan pasal26 ayat 2 PP 44). 

Unit Pengelolaan Hutm rnerupakan kesatunn pengelolaan hutan terkecil pada 
. hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan 

n (Penjelasan pasal28 ayat 1 PP 44). 



Pad 32 PP 44 mengatur bahwa pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk 
Wwi pgelela yang ketanggung jawab terhachp pen yetenggamn pengelolaan 
hv~an yang mefipmti; 

Bmhprkan KepmmhU No 230l2UU3 8 ayat 5, biteria kelemkgm 
p m k n t d w  WHP ~ I i ~ ~ ~ m m t . a p m ,  pmtmn m u  pehuglcatan kelembagw pad1 
h.wasrm hutan pradulcsi yang  

f 1) klah Qikbani hakc di-w 
(2)  tidak d i b i *  hak; dab & 
( 3 )  ada kunflik di Qalm Jam hutan p d u b i ,  b i k  te1ad.l d i b b n i  h& maupun tidak 

d i b e b i  bk. 

Szlmjutnys &a @yaf 7 p l  12 Kepmenhut No 23WW3 ditetapkan stmdar 
dirrtur melalui pemm&pm kelembgaan, penam 

kelem- pen in bbagaan atau pemkntukan kdmbagm sebagai k r i  k~t: 

(1) Bagi kawamn kuW m k s i  yang blah di&i hak/izin di a m p .  di tempuh 
dengin menetaph phqaag haklizin sew inti W P  dm melakukm 
pe~8ntqm kelhkgam dengan kelembsrgaan panegang W i i n  y ang sudah a&, 

(2) Bagi k a w m  hum produksi yang tidak a& W i z h  dia-ya, ditcmpuh &ngm 
mldndm Ipensxcaan a m  pemkncukan keIernhgam baru semai d e w  ketentum 
yang bedaku; 

(3) Bagai ~~ hutan produksi yang &a, korrflik diawnya dilakubran dengan 
phgka@a kelembgaa pada hutan pmhksi yang a& W i z i n  & a m p  atau 
pem&mtd&pnatflan kelembagaan baru @a hutan produksi ymg tidak B i b e h i  
bk  mi& m d  solusi konflik dab kemngka pge lo lm hutm prodztk~i 
1 ~ ~ .  

Peyaturan lebih lajut tentang pemanlapan, penataan. peningkafan drtn 
pemben- kelmhgmfsekgaimam dimaksud ddam ayat 7 di atas &an ditentukm 
oleh Menteri. 

Belum terbangunnya wujud riil Unit Pengelolaan Hutan (KPHP) dilapangan 
sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan adalah rnerupakan salah sntu masalah 
rnendasar ymg berakibat Mum dapat tercapeinya tujuan pengelolaan hutan yang telah 
dite~apkan, yaitu hutan lestari bagi kesejahteran masyarakat 



-y= 
8 4 .  

Sesuai dengan pemturan perundangan, himrki wilayah pengelolaan terdiri dari 
wilayah provinsi, kabupatedwta dm unit pengelolaan. W ilayah propinsi dan 
kabupatenlko ta merupakan wilaynh pengurusfin, sedangkan unit pengelolaan merupakan 
waduk kegintun prtgdwima la~tan, dengan demikian wilayah propinsi dan 
kabupatenkota adalah mempakan in frastruktur untuk memberikan pelayanan terhadap 
unit pengelolaan sebagai struktur. sedang pemerintah mempunyai posisi sebagai 
suprastruktur ymg mem beri kan pelayanao bai k kepada infrastruktur rnaupun struktur 
dalam pengelolaan hum. 
a. Infmtruktur Pengumsan Hutan 

Sesuai dengan hirarki tersebut, Dinas Kehutnnan Provinsi dan Dinas K e h u m n  
yang rnenangani urusan kehutanan di kabupatenkota dapat dipsisikan sebagai 
idrastruktur penyelenggaraan pengurusan hutan untuk memberikan p l a y  anan terhadap 
institusi pengelola unit pengelolean. Sehingga di perlukan langkah-langkah peningkatan 
Brapasitas kelembagaan dan pembangunan infrastritktur yang memadai di t ingkat povinsi 
dan kabupatenikota unt u k memberi kan pelayanan bagi inslitusi pengel ola (K PHP) yang 
&an di bangun. 

Untuk memit ih format kelembagaan yang tepat dalarn, artian memenuhi ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku serta mengakomodir kondisi obyektif yang adn di 
lapangan. diperl ilkall kajian mendalam terhadap KPHP dilihat dari perspekt if teknis 

' maupun kelembagawn serta konekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan. 

Wilaph pengelolmn provinsi 
InfrastmIrtur (ptngurusan hutan) 
Dinas pmvinsi 

I 
W lla* pengelolaan kabupatmflrota 
l hfmtruktur ( pmgurusan hutan) 
Dinas Kabupatenkota 

I 

Unit pengelolaan 
r 3 Smktur (pngelolaan hutan) 

KPHP - - 
Gambar 1 .  Hubungan Inhtmktur dan Srruktur 

Tabel 1. Hirarki kelembagaan , administrasi pemerintahan dqr~ adfinistrasi pem barlguna~l 
di &lam pengeurusan dan pengelolaan hutan 

Adm Pemknguna~ 
--.- - . - 

Provinsi -- Layanm -- dalanlppEi - _ - - 1 



-- - 
(inl?rasb&la) - Perijinan pemanfmmn - - '  ~ e r e z a n a m  Kehutanan 
Dim provinsi - Peredarm hasil hut# - Pengelolaan hutan 

- Penggunaan kawasan - Litbang, Diklu dan Penyuluhn 
- FernMan status - Penpwasan 
- dl1 

. -  - 
2 - - k a b u p t a ~ ~ ~ t a  -&lam proses: 

. - 
Pengumsan butan: 

(inh-) - Perijlnan pemnfmmn - Perencanam Kehutanan 
Dias kabupW - P&n hasil hutan - Pengelblam hutan 
kom - dl1 - Lirbns Dikht dm Penyuluhan 

- 
- Penmwasan 

- 

3 Unit P a ~ t l o l m  Kebijaknn maha: p G g e h a n  hutam: 
I*) - TmhuEan - Perencanlaan pengelolaarr 

1 KPKP, - Pemanfaatan - Pen-isasian 
WL, - Rehabilitasi - Pelakmmn pmgelolm 
WHK. - Perlhdungan - Pengendalim dan RmgawnSan 

- Konservasi Dalam pelakmmn manajemn hutm : 
- Ktgiam produksi (benih. maman. 

tebangan. litbang) 

.r 
- K e g h  penwjang (manjemen SDM. 

r, _ - A_ .+  - keungm, pen-.) ~3 '  - - - - 

- -  lnfrastmktw di &lam pngurusan hutan &pat dil- oleh dinas provinsi 
I T *  , . 

F: f . I 

dm dm kabvpatedbta, dam rnelakukan intervensi kmpa pniagkatan kapasitas - keLmbagwn, rnele~~gkapi dab mningkatkan infmtruktur ymg ktah ah. sehingga 
m p u  memkrikern playanan yang memadrri terhadap unit pengeloiaan (struktur 
pengelolaan hutan). 

1 Ida untuk membwngun organismi bani ymg &an dikrikm tmggung jawab 
p e n p u a n  hutan di tiqkat kabupatedkotet merupakan opsi @ilihm lain) yang prlu 
dipertimbangkm (organismi hi smra d a m  Kwtuan Pmaqgkm HutadKPH di P. 
Jaw - Perhutani). Bila opsi ini ymg dipilih m& p d a  @hap a w l  hams ada ketegasan 
mengenai pembagian tugas dm tmggung jaw& serta hubungan anma dinas 
kabupatentkota dan KPH. 

b. Strukur (Institusi Pengdth KPHP) c: ! .  Pengelolaan hutan prada d m y a  menjadi kewefiangm Pemerintah datl atau 
Pernerintah Daerah, ysng dalam kondisi tertentu &pal dilimpahkan kepada BUMN 

1 &- 

I 
(Penjelasan pawl 21 UU 41). - A h m  berikutnya (Keprnenhut 230/2003), mengatur ten 
tang strurdar bagi p e r n k n m h  kelembapn p d a  kawasm hutan produksi yang a) telah 
d i k b  hak di atasnya, b) tj,U djbebani bak, dan atau c) ada komflik di dalam kawasan 
hutan prod&& h i k  klah dibebani hak maupn tidrtk dikbani hak. Khusus untuk 

' 
kawam hutan pmddcsi yang telah dibehni haklizin di atasnya. pembentukan 

I .  ' I  
kekrnbagaan di tempuh *an menetapkan pemegeulg haklizin &pi ini KPHP dan 

, me1akukan pernmupan k e h -  dengan kelembagaan pmgang hddizin p g  
sudah ada Posisi pengeldm dm manfaatan (HPHIIUPHHK) dalam kerangka KPHP 
diliha~ dad pempktif k ~ l e ~ ~  dan teknis dapat dicontohkan seperti digambarkan 
pachGambar2. 

1 .  



Mengsahkan I I RKPH 
/ RKL 

/ RKT 

Menyusun: f i = w J q q  

Garnhr 2. KPHP dilihat dari perspekti f kelembagaan clan teknis 

KPHP dilihat da~i  pecspek ti f kelem bagaan adalah merupakan pengatwad 
pem bagian kewenangan. Sebagai contoh. da I am proses perencanam insti tusi pengelola 
menlpunyai kewenangan penuh d a l m  perencanam yang implementasinya antara lain 
dal am hen t uk pengesahatl rencana, sedangkan pernegang IUPHH terbatas pada proses 
penyusnan rencana. KPHP dilihat dari perspekti f teknis, antara IUPHHK dapadsama 
dengan Unit Pengetolaan Hutun (KPHP). yaitu rnelaksanakan kegiatan tala hutan. 
pengaturan hasi1 dsb. 

Dari pemahaman sebagwimana digambarkan tersebut, organisasi KPHP dapat 
benbentuk organisasi BUMNID, organisasi pemerinrah dwerah. organisasi swasta (pegang 
izin HPHlIUPHHK), rnasynraknt atau koperasi. Karena sesuai dengan pera turan 
pemndangan hanya kepada BUMN pengelslam kuran drtpat didelegasikan, maka hanya 
BUMN lah yang mempunyai wewenang penuh sesuai dengan tanggung jawab institusi 
pengelola dalam penyelenggaraan pngelolmn hut an ymg me1 ipu ti a) perencanaan 
pengelolaan; b) pengorganisasian; c) pelaksanaan pengeloiaan; dan d) pengendal ian dan 
pengawasan. 

Dari perspekti f kelembagaan yang perf u diatur adalah kejelasan kewenangan 
yang dapat dikrikan kepada masing-masing bentuk argmisasi tersebut, Perspe kti f 
kelembagaan dari aspek teknis dan kelembagaan disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 2. Perspektif teknis dan kelembagam KPHP 



. . * -  

tats hutan clan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan. 
pemanfaaran hutan. 
rehabili~asi hutan, 
per1 indungan h u m  dan 
konservwi alam 

- 

tata hutan dan penyusuuan 
rencane pengelolaan hutan, 
pemanfaatan hutan, 
rehabilitasi hutan. 
perlindung~n hutan dan 
konswasi alam 
-- - - .- - - -- - 

tata hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan, 
ptmanfaatan huran. 
rehabilitasi hum. 
perlindungan hutan dan 
konservasi alam 

----- - 
tar; hutan dan penyusunoln 
rencana pengelolaan hutan. 
pe~tlonfaaran hutan. 
rehabilitasi huran. 
perlindungan hutan dan 
konservasi a i m  

-- - -- - Perencanan 
- Pelaknaan 
- Pengorganisasian 
- Kontrol Internal 
- Kontral aset oleh pemerintah (IHMB) 
- Metakukan usaha bisnis 

----- - .  - Perencanuun Terhntu-s 
- Pelaksanaan - Pengorgan isasian 
- Konrrol Internal 
- Kontrol asn oleh penlerintah ( I  HMB) - Tidrrk bet-bisnfs 

- -  -- - ~eranccrnaan- ~erba~ai 
- Pelaksanaan 
- Pengorganisasian 
- Kunrrol Pemerintah 
- Kontrol aset oleh pemerinrah (IHMB) 
- Melakukan usaha bisnis 

- -- - Perentonuon Terbutas 

- Pelak~anaan 
- Pengorgaaisasian 
- Kontral Pemrrintah 
- Kontrol astt olelr pemerintah ( IHMB)  
- Melakakan usaha bisnis 

Dalam proses pembentukun dan pembangunan Unit Pe~~gelolaan Hutan (KPHP) 
menggunakan dua pendekatan, y ait u melalui proses perencanaan y ang lebi h hersifat 
analytical dengan menggunakun at uraa-aturan (standar dan kriteria) baku yang 
rnenghelsilkan disain KPHP. Selanjutnya proses membangun wujud riil KPHP di 
lapangan srulgat tergantung dari cruuiive thinking dari para stakeholder di lapangan yang 
didasarkan pada kondisi lokal (setempat) ysng sangat beragam. 

Konsekuensi dua pt~dekatan tersebut akan ~nenghasi l kan format kelen~bagaan 
KPHP yang beragam xsuai dengan kondisi setempat. sehingga yang diperlukan adalah 
pedoman yang bersi fat umum bagi pem bentukan kelembagaan (norma. s tarldar dan 
prosedur). Melalui pem bangunan KPHP Model di harapkan dapat mematangkan konsep 
pedornan kelembagaan sebetum ditetnpken sebagai kebijakan. 

s l a i n  sebagai wujud terbentuknya wilayah pengclolaan hutm produksi. KPHP 
juga sebagai t em bagn yang ~nenjalankan pelayaoan (pengnt iiran) dadatau usaha. Fungsi 
p l a y  anan dadat au usnha yang diperankan oleh suatu Lembagn KPHP sangat tergantung 
masatah yang dihadapi serta sumberdaya yang tersedia. 

KPHP dibentuk tidnk metlggantikar~ lembaga kehutanan di daerah. melainkan 
menguatkan fungsi lembaga kehutalan di daemh. Oieh kacena itu pembentukan KPHP 
didasarkan pada proses yang dapat mangakornodosikan kekhasan dan aspirasi daerah, 



-. 1 -  , 
-? - .  . 

5). Gubwour mengajdw rancang &I organisasi KPHP di wilayahnya 
kepada Menteri Kehutanan; 

6). Berdasarlran usulan Gubemur t Kehutanan rnenetapkan KPHP. 

(3) Organhi  KPHP 
1). Organisasi KPHP clapat mmgelola lebih &ri ssltu wiIay& KPHP; 
2). Organisasi KPWP &pat mernpunyai wilayah KPHP ddam satu wilayah 

kabupatenlkota atau ddam satu wi [ayah propinsi; 

(4) Lingkup Kerji Orgapisasi KPHP 
I). Setiap organkasi KPHP wajib melaksanakan kegiatan perencanaan pengtlolaan. 

pengorgmksim, p1ban pengelolaan, pengendal ian dm penga wasan dalam 
wilayah kerjmya; 

21. Kewajiban orgaoimi KPHP tersebut dituangkan dalarn perencanaan KPHP 
taRunan d m  l i i a  t a h w ;  

3). Orgmimi K W  &pat menyelenggarakan usaha komersial dari hasil 
pemarrFarttEn hmiI hutan; 

4). Q a h  menjabkin hlgamya organisasi WW dapt  melakukan konmk 
kerjasama dengm pihak Idn berdasarkan prinsi p saling menguntungkan. 

(5) Beniuk O q p n b i  KPIiP 
I ) .  Qrgmisasi RPW addah organisasi fungsional yang mempunyai kompetensi 

dalm p e n y e b g g a n  pngelolaan hutan; 
2). Orgapisasi KPffP dqmY dibentuk oleh pemerintah, pemerintah propinsi maupun 

kbupkfiot~~; 
3). O r g a d s i  KPHP digimpin oleh seorang ~nanajer KPHP dan sekurang- kurangnya 

mert"lpzlnyai bagian-bagian tata iuaha, perencanaan, dan pengembangan usaha; 

( 6 )  Koordinasi Kegia tan Pembangunan Kehutanan 
I ). Seluruh kegiatan pernbangunal-I kehutanan sepanjang terkait dengan hwasan 

hutan produksi dadatau kawasan budidaya di luar kawasan hutan dilaksanakan 
dengan prioritas di wilayah KPHP yang telah terbentuk: 

2). Organisasi KPHP waji b menent ukan lokasi dan rnanaj tmen pelaksanaan kegiatan 
kehutanan tersebut di wilayahnya; 

(7) Evaluaai Kinerja Org~nisasi KPf IP 
1 ). Pemerintah rnenetapkan kri teria dan indi kator serta sis~ern penilaian kinerja 

KPHP tahunan clan lima tahunan; 
2). Evaluasi kinerja organismi KPHP dilaksanaknn krdasarb sisteln penilaian 

kinerja yang telah ditetapkan oleb pemerintah. propinsi dm kabupaten/kota sesuai 
kewenangan masing-masing. 

3. Mobilisasi Sum bcrdaya 

U~ltuk dapat merealisasikm pedoman pembangunan kelernbagaan KPHP tersehut 
di lapangan. diperlukan dukungan sumberdaya (SM : man, money, material. method, 



1 machine). Agar terjadi mabilisasi Qmaksud. diperlukan komiimen dari 
semua pi hak untuk rnendu kung pem Wgunsln KFHP di lapangan. Tahapan mobili sasi 
sumberdaya k d u t  dapet digam barkan seperti Ma Gambar 4 
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Gambar 4. Langkah Mobilisasi 

Guna meodukung percepatan pemhgunan KPHP khusunya di kawasan hutan 
produksi yang tidak dibebani habizin di atasnya, perlu adanya kornitrnen dari semua 
pihak untuk mengkonvergensikan kegiatan pembangunan kehutanan ke dalam wilayah 
pengelolaan KPHP yang &an dibangun. Konvergensi kegiatan tersebut dirnulai dari 
tallapan perencanaan maupun pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Agar konvergensi kegiatan tersebut dapat terjudi dan dapat bersinergi dalam 
wadah KFHP guna pencapaim pengelolaan hutan lestari, diperluka~~ meknnisme 
(pedoman) yang mampu n~ernfasilitasi terjadinya konvergensi kegiatan tersebut. 

Untuk mendorong percepatan proses pembangunan KPHP diperlukan dukungan 
Tim Koordinasi yang terdiri dari Eselan I lingkup Depbut dan instansi teknis lain terkait. 
dengan tugas antara lain rnernfasili tasi hal-ha1 sebagai bcri kut : 
a. Menentukan pilihan fornlat kelernbagaan yang sesuai untuk diterapkan sebagai model 

pembangunan KPHP; 
b. Mengatur hubungm-hubungan antam pemerintah, pemerin tah daerah. 

kabupatenlkota. KPH dan KP (KPHP dan KPHL): 
c. Mobilisasi surnberdaya pembangunan (dana, SDM, leknatogi, ds b. ) serta 

mengkanvergensikan kcpiatan-kegiatan pembangunan kehutanan bai k y ang di binyai 
APBN ~naupun APBD: 



& W&mdasi  pnyernpuman dm, &pi peratwan pemdangan ymg 
d3pwlukm; 

a WGsi Tim Kamdirmasi d a p t  duel& 
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Gahar 5 .  Posisi Tim Koordinasi 

I). PEMBANGUNAN KPHP MODEL 

Ronsep pelaksanaan pembangunan KPHP y ang dihasilkan oleh Tim Koodinasi 
sebelum ditaapkan sebagaj kebijrikan. didzlhului dengan pembairgunan KPH P Model 
untuk rnengetahui ei'ekfifi tas konsep yallg dihasil kan. Setelah melafui tahapan evalt~asi 
dm penyempumaan konsep yang diimpIementasikan melalui KPHP Model tersebut. 
langkah berikutnya adafab perurnusan kebijakan (buy in) yang akan diteiapkan. 


